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BUPATI TOJ 0 UNA.-UNA

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
. NOMOR 7 TAHUN 2015 '

TEN TANG

STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT'TUﬁANYkNG MAHA ESA
BUPATI TOJO UNA-UNA

Menimbang. :° a. bahwa dalam rangka pelaksanﬂan Anggaran Pendapatan
dan. Belanja Daerah yang - efektif, transparan dan’.
akuntabél berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan
keuar;gan saat ini dan- untuk melaksanakan Peraturan
Menteri  Keuangan . Republik Indonesia  Nomor
53/PMK.02/2014 ' tentang . Standar Biaya masukan
Tahun Angga.ran 2015, maka perlu disusun kembali

. Standar Biaya Anggaran, Pendapatan - dan Belanja
' Daerah Kabupaten Tojo Una—Und, .
b. bahwa  berdasarkan pcrtlmbangan " sebagannana -
dimaksud dalam huruf a, perlu menctapkan. Peraturan
 Bupati tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una—Una _ Tahun
Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2003 tentang
: Pembentilkan Kabupaten "Tojo Una-Una di Propinsi
: Sulawesx Tengah (Lembaran. Negara Republik Indonesia
Tahkun 2003 Nomor 147, Tambahan' Lembaran Negara -
Republik Indonasia Iyomor 4342); s

2. Undang-Undang Nomor 22 'Tahun 2014 tentang
"Bemerintahan Daerah (Lembaran .Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor %587) sebagaimana -
teilah diubah dengan Peraturan- Pemerintah Pengganti
Undang»Undang Nomor * 2 #ahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undaug Nomor 23 ‘Tahun 2014
tentang Pemerintaharr ‘Daerah ' (Lembaran . Negara
‘Republik Indonesia Tahun 2014 ‘Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 45‘73},

3. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun Z00S tentang
Pengelolaan Keuangan ‘Daerah’ (Lembaran 'Negara
Republik Indotesia Tahun 2005 Nomotr 140, Tainbahan
- Lemibaran Negara Repubhk Indonesia Nomwor 4578}

. 4, Peraturan Pemerintah Nomor 71 ‘Tahun 2010 tentang

'~ Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun' 2010 Nomor 123, Tatmbahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5 1655

k
i
it
;

.k
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Menetapkan

sy,

5. Peraturan Menteri Dalam Nege: Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedomnan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri .Nomor 21 Tahun 2011 tentang .
Perubahan Kedua atas Peraturan Meriteri Dalam Negeri
Nomor 13 - Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita. Negara chubhk Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310); .

Peratiuran Menteri Keuangan Nomor 113/PMK 0572012
tentang Perjalanan “Dinas -Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negéti, dan Pégawai. Tidak Tetap;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nemor 71/PMK.05/2013

tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,
dan. Indeksasi dalam Peényusunan Rencina Kerja dan
Anggaran Kemeriterian Negarza /Lembaga;

Peraturan Menteri Dalam Negéri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedorman Penyusunml Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara

" Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

Peraturan - Menteri Keuangan Noinor 53/PMK.02/2014
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

10. Peraturan’ Daetah .Kabupateti Tojo Uiia-Una Nomior 6

Tahun 2008 tentang . Uriisan Pemermtahan Daerah
Kabupaten Tojo' Una-Una (Lemberan Dacrah Kabupaten
. TO_]O Una Una Tahun 2008 Noraor 6),

- MEMUTUSKAN :
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PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN. BELANJA ‘DAERAH. KABUPATEN TOJO
UNA~UNA TAHUN ANGGARAN 2015 ' :

_BAB I .
‘KETENTUAN UMUM

Pasal 1 . '

Dalam Peraturan Bupatl 1m yang dunakqud dengan :

1.
2,

Daerah ‘adalah Kabupaten Tojo Una-Una. '
Pemerintahan Daerah . adal=h’ penyelenggaran wurusan
pemerintahan olech 'Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakdan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas -
pembantuan dengan prinsip otonemi seluas-luasnya dalam
sisterm Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
diatur dalam Undang—-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945. .

Pemerintah Daerah adalah Bupat1 dan Perangkat Daerahi
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Tojo. Una-Una. -

Anggaran Pendapatan dan Belan]a Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencdAna keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo. Una-Una dan
Dewan Perwakilari Rakyat Dagrah Kabupaten Tojo Una-Una
dan ditetapkan dengan Peraturan Daeral.



6. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang seia ﬂjutnya disingkat
RKA-SKFD, adalah Dokumen Rencana’ Keuangan tahunan
Satuanr. kerja perangkat daerah yang d1su<3un menurut
bag1an Anhggaran SKPD.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjumya
disingkat 'DPA-SKPD ‘adalah dokumen yang memuat
pendapatan,. belanja dan - perrblayaan yang digunakan
sebagal -dasar pelaksanaan anggaran oleh ‘pengguna
anggaran. :

8. Pedoman penyusunan . Axnggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten adalah pokok-poxok kebijakan sebagai
petunjuk, dan arah bagi Pemenntah Daerah dalam
penyusunan, pembahasan - dan penetapan . Anggaran

. Pendapatan 'dan Belanja Daerah. .

9. Stancar Biaya adalah satuan blaya yang d1tetapkan sebagai
acuan ,penighitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana
Kerja dan Anggarani SKPD,- baik berupa .Standar Biaya
Masukan maupun Standar Bldya Keluaran.

10. Standar Biaya Masukan adalah, satuan biaya berupa:harga
satuan, tarif, dan indeks yang d1gur1aka_n untuk menyusun
biaya komponen masukan kegiat

11. Standar Biaya Keluaran adalah besaran b1aya yarig
dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan
yang ‘merupakan akumu1a31 b1aya kornponen masukan
kegiatan.

12. Harga Sdtuan Blaya Masukan adalak n1la1 suatu barang
yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan
~ biaya komponen masukan kegiatan.

13. Tarif - Biaya masukan adalah nilai susdtu jasa yang
ditentukan pada waktu tertentu untuk pcnghltungan bhiaya
komponen masukan kegiatan.

* 14.Indeks Biaya Masukan adalah suatu b1aya yang merupakan
gabungan = beberapa - baxang/Jasa masukan = untuk
pengh1tungan biaya komponen masukan kegiatan.

15. Indelis Biaya Keluaran adslah Standar Biaya Keluaran yang
menghasilkan satu volume keluaran kegiatan.

16.Total Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran yang
menghasilkan total voltime sebuah keluaran..

17.Perjalanan Dinas Dalam Negen yang selanjutnya disebut
Perjalunan Dinas adalah ' perjalanari ke luar tempat
kedudukan yang dllakukap dalam ~wilayah Repubhk
Indonesia untuk kepentmgan Negara. .

18. Pejaba; Negara adalah pimpinan :dan amggota lembaga
tertinggi /t1ngg1 ‘negara. sebagairhana dimaksud dalam
UndangUndang Dasar 1945 dan Pejabat: Negara lainnya
yang-ditentukan oleh Undanﬂ-Undang

19. Pegawai Negeri Sipil' adalah- setiap warga Negara Republik
Indonesia yang telah memenubi syarat yang ditentukan,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan dJserahJ tugas
dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas
negara lainnya,. ~dan - d1g.;._]1 berd asar‘can peraturan
perundang-undangan yang berlaku. &

20. Pegawai Tidak Tetap adalah Peaa,wal yang dlangkat untuk
Jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
pemcrintaban dan pembangunan yang bersifat teknis
profésional dan admnistrasi sesua1 dengan kebutuhan dan
kemampuan orgamsa51



21.

22.

23.

24.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati
batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke
tempat yang -dituju melaksandkad tugas dan kembali ke
tempat kedudukan semula di dalam Negeri. -

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang. selanjutnya disingkat
SPPD adalah dokumen yang diterbitkan olch Pejabat yang
berwenang dalam rangka pclaksanaan petjalanan diras bagi
pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawaui Tidak Tetap,
dan Pihak lain. , o

Pelaksana SPPD adalah Pejahat Negata, Pegawai Negeri Sipil,
dan Non PNS yang melaksanaikan Perjalanari Dinas.
Lumpsum adalah -$uatu jumlah uang yang.telah dihitung .
terlebih "dahulu (pre-calculated . amount) dan dibayarkan -

. sekaligus yang tidak melampirkan pertanggungjawaban

25.

- 26.

27.

28.

29.

30.

31.

33.

pengeluaran. - _ .

Atcost adalah suatu jumish uang yang dihitung secara
terukur dan digunakan sesuai peruntukannya.

Riilcost adalah. suatu ‘jumlah  uang yang dihitung
berdasarkan bukti-bukti' pengeluaran/pembiayaan yang sah
sesuai ketentuan yang berlaku. . - o

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang
Mukz Kerja dalam jumlali tertentu yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran. untuk ' membiayai kegiatan
rutin/operasional - sehari-hari satuan kerja, yang tidak
mungkin. dilakukan melalui “mekanisme pembayaran
langsung (LS). L :

Ganti Uang yang selanjutnya disingkat GU adalah Uang
Pengganti Uang Persediaan (UP} yangsifatnya. revolving
digunakan untuk. kegiatan yang tidak dapat dilakukan
dengan pemibayaran langsung (LS). - :
Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP
adalah Tambahan Uang Persediaan guna: melaksanakan
kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat digunakan
untuk pembayaran langsiing {L3) ‘dan uang persediaan (UP).
Transport lokal Luar Daerah: Provinsi adalah transport lokal
yarig digunakan PNS, Pejabz: Negdra dan non PNS untuk
dukungar 'kelancaran . pelakseniaan tugas-tugas kedinasan
seperti rapat teknis, Rakor, diklat teknis, diklat struktural
dan diklat fungsional dan kegiatan -lainnya ltar daerah
Provinsi. , . CE S
Transport - lokal dalam daerah provinsi adalah . biaya
transport yang digunakan. oleh.PNS, Pejabat Negara dan non
PNS. yang tidak memiliki dan’ atau tidak menggunakan
kendaraan - dinas ' jabatan/operasional pada saat
melaksanakan tugas-tugas kedinasan dalam Daerah
Provinsi. ’ . ‘

. Uang Representasi diberikan p'erhafi kepada Pejabat Negara/

Bupati/ketua DFRD/wakil Bupati/wakil "ketua . DPRD/
anggota DPRD/Sekretaris Daerah Kabupaten dan pejabat
eseton II, saat melaksanakan perjalanan-dinas jabatan luar
daerah’ Kabupaten dan dalam ‘daerab Kahupaten, hanya
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat
pada jabatan. - _ e
Pendampingan kegiatan resmi oleh istri pejabat Negara/
Bupati/ketua DPRD/wakil bupati Jwakil ketu.a I?PRD dan
Setdakab ke luar daerah Kab/Kota/Provinsi diberikan biaya
pcxjalanén setara dengan PN3 /Pejabat Eselon II.
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34. Ketua PKK/Isten Bupat1 Wakﬂ ketua PKK/Isten Wakil
. Bupati dan- Isteri Sekretaris Daerah Kabupaten dapat
mengguinakan .SPPD dan- bldya hotel/ penglnapdn setara
PNS/ Pe_]abat Eselon II unfuk keglatan resmi.

| " Pasal2 - s
Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 terdiri atas : -

a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; dan
b. Standar Biaya Keluaran Tahun.Anggaran 2015.

: BAP II
STANDAR BIAYA MASUKAN
‘. . PaSal 3 . :

(1) Stanuar Biaya Masukan ”‘ahun Anggaran 2015
sebagalrnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berfungsi
sebagai acuan. bag1 SKPD ‘untuk menyusun biaya
komponen masukan kegiaten: dalam RKA-SKPD berbasis °

. kinerja Tahun Anggaran 2015, .

(2) Fungsi' Standar Biaya Masu! kan Tahun. Anggaran 2015
scbagai acuan bagi- SKPD sebagalmana ‘dimaksud pada
ayat’ (1), merupakan batas tertiniggi yar.g besaran
'biayanya tidak dapat dilampaul dalam Penyusunan RKA-
SKPD Tahun Anggaran 2015.

(3) Dalam Trangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya

- Masukan Tahun Anggaran 2015 berfungs1 sebagai :

. a. batas tertinggi; dan
b. estiniasi.

(4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
sébagai batas tertinggi. sebagaunana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, merupakan besaran blaya yang tidak dapat
d11ampau1

(5)» Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
‘huﬂzf b, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui
disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan
alokasi anggaran dengan mcmperhaukan prinsip
ekonomis, efisiensi,. efektifitas, serta mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-uudangan S

(6) Standar Blaya Masukan Tahun Anggaran 2015 yang
berf sebagai  batas tertinggi tercantum. dalam
Lampi an.yang merupakan baglan tidak: terplsahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(7) Dalam  .pengesahan RKA-SKPD' dan DPA-SKPD, Tim

' .Penelm/TIm Asistensi ‘Program/Kegiitan dan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Amnggaran
2015 wajib mempedomani Standar® Biaya - yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.



.BAB1II :
| STANDAR BIAYA KELUARAN

\ : i Pasa].4 ..

(1) Standar * Biaya Keluarani Tahun Anggaran . 2015
sebagajrnana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, berfungsi
sebagai acuan bagi SKPD untuk. menyusun biaya k{:luaran
keg1atan dalam RKA-SKPD - berbasm kxnexja Tahun
Anggaran 2015. : . '

(2) Kriteria keluaran keglatan yang a1usulkan menjadi standar
Bicya = Keluaran. Tahun .Anggaran.' 2013 sebagalmana

_dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai perikut :
a. merupakan keluaran yang tersifat berulang; .
b. mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur;
c. mempunyai Komponen/tahapan yang jelas dalam
pencapaian keluaran; dan
d. bukan ‘merupakan keluaran kegLatan pengadaan:sarana
dan prasarana:

(3) Standar Biaya Keluaran - Tehun Anggaran 2015 dapat

berupa Indeks Blaya Keluaran atau Total Blaya Keluaran.

.
1

P

T BAB'IV .
KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DAN BBM

Pasal 5 ‘

Keglatcm yang dlhltung berdasarkan Jcelayakan secara terukur

dan digunakan sesuai peruntukannya berdasarkan bukti-bukti

pengeluaran/pembiayaan yang sah sesual lfetentuan yang

berlaku (RIILCOST) antara lain :

a. biaya hotel dun penginapan; '

b. biaya tiket pesawat/tiket kapat Iaut/ tlket t.ansport darat
dan transport lokal dan -

C. blava BBVI

Pasal 6

Khusus. per*alanan dinas luar daerah d1h1tung berdasarkan
RIILCOST adalah ' .suatu jumlah uang ‘yang dlhltung
berdasarkan ‘bukti-bukti penpeluaran /pembiayaan yang sah
sesuai ' ketentuan yang meliputi Hotel/Penginapan, Tiket,
Transport Lokal ‘dan’ btava B3M dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. hotel' terdiri : hotel berbmtang, notel melati, pengmapan

pemondokan, mess . pemda, Wwisma, cotagé dan
pertanggung]awaban blaya perjalanan dinas ‘dengan
melémpirkan dokumen* Dberupa print out bukti

pembayaran, billyeld/nota dan atau. kwitansi bermaterai;

b. melampirkan tiket pesawat/ kapal Pelni/Fery ASDlP/ kapal
penumpang antar pulau, kapal perintis, boarding pass,
airporttax, retribusi, . dan bukt1 pembayaran moda
transportasi lainnya;

c. dalam, hal Pelaksana Surat Perintah’ Perjalanan Dinas
(SPPD! tidak menggunakan biaya penginapan; dapat
diberikan biaya penglnapan sebesar 30% (tiga puluh; persen)
dari tarif hotel/penginapan- di Kota tempat tyjuar sesuai
dengan tingkatan pelaksanaan perja]anan dinas dan
d1bay arkan scecara lumpsum

L

n, o



. biaya "Penginapan sebagaumana dimaksud pada huruf a,

dibavarkan dan pertanggungjawaban berdasarkan besaran

biaya riil yang tercantum pada bukti pengeluaran yang sah

sesuai peruntukannya '

. biaya tiket pesawat, kapal laut ' ASDP dan angkutan

mobilitas darat' dibayarkan ‘“‘secara lumpsum dan

pertanggungjawabanrya berdasarkan blaya riill dan bukti

pengeluaran yang sah;

biaya uang harian dan uang 1epresentas1 dibayarkan secara

lumpsum yang tidak melampukan pertanggung]awaban

pengeluaran;

. biaya uang transport lokai luar daerah dan biaya BBM

perjalanan - dinas - luar .  dan dalam daerah

dipertangungjawabkan secara Riilcost; '

. biaya 'komponen.’ sebagaimana dimeaksud pada huruf a,

huruf b, huruf d, huruf ¢ dan huruf g yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan . berdasarkan. biaya riil dan bukti

dokumen-dokumen pengeluaran yang.sah, biaya yang telah

diterima wajib disetor kembali pada-Bendaliara Pengeluaran -

SKPD dan atau ke kas Daerah pada rekening lain-lain

dengan melampirkan bukti ‘setoran ke Banl: dan atau terima

bukti pengembalian uang dari bendahara pengeluaran SKPD

paling' lambat- 3 (t1ga} harl setelah kembali melaksanakan

perjalanan dinas;-

pelakoana SPPD, mempertanggung]awabkan pelaksanaan

pexjalanan dinas kepada Pcjabat yang berwenang memberi

tugas” perjalanan- dinas .kepada- Pengguna Anggaran

(PA/KPA) melalui PPK paling lambat 3 (tiga) hari kerja

setelah ‘kembali melaksanakan per_lalanan dinas dengan

melampirkan dokumen antara lain : o

1. Surat Perintah Tugas; '

2. Siirat Perintah Pexjalaran Dinas (SPPD) q

3. Surat undangan/panggilan/pemberitahuan/ ‘apabila

mengikuti | suatu kegiatan kecuali rapat

koordinasi/ konsulta31, rapat- teknis, membawa data dan.

. kegiatan Monitoring Evaluas1 serta Pengawasan;

Telaahan Staf; '

Laporan Keg1atan/ Perj alar'dn DlnaS

Billyet hotel/penginapan dan sejenisnya;

Tik«t Pesawat (boardmg pass)/ tiket kapal laut/ ASDP dan

jenisnya; =

Tran.,port darat (yang tzdak .menggunc_zkau kendaraan

“dinas); ;

9. Bukti transport 1ol«:al oan moda transportas1 1a1nnya
‘serta bukti setoran penge*nbahan sisa uang tunai
. perjalanan dinas;

10. Asli print out, kw1tan81 pembehan BBM dan

11. Dokumen lain yang dianggap perlu.: =

NOo O A
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d.

c.

h.

ﬁ@@*'

|
biaya Periginapan sebagalmana dlmakeud pada huruf a,
d1bayarkan dan pertanggungjawaban berdasarkan besaran
biaya riil yang tercantum- pada bukti pengeluaran yang sah
sesual peruntukarninva; _
biaya tiket pesawat, 'kapal laut,_ ASDP, dan angkutan
mobilitas  darat . dibayarkan secara ' lumpsum dan
pertanggungjawabannya berdasmkan bla}’d riill dan bukti
pengcluaran yang sah;
biaya uang harian dan uang represcntas1 d1bayarkan secara
lumpsum yang t1dak melampxrkc.n pertanagung]awaban
pengeiuaran;
blaya uang tranaport lokel lar daerah dan- biaya BBM
perjalanan dinas luar. dan dalam daerah
dxpertangunglawabkan secara Riilcost;
biaya komponen sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, huruf d, huruf e: dan huruf g yang tidak dapat
d1pertanggung}awabkan berdasarkan biaya riil dan bukti
dokumen-dokumen pengeluaran yang sah, biava.yang telah
diterima wajib disetor kembali-pada Bendahara Pengeluaran
SKPD dan atau ke kas Daerah pada rekening lain~lain
dengan melampirkan bukti setoran ke Bank dan atau terima
bukti pengembalian uang dari bendahara pengeluaran SKPD
paling lambat 3 (t)ga) han 'setelah kembah melaksanakan
perjalanan dinas; =
pelaksana SPPD mempertanggungladekan pclaksanaan
perjalanan dinas kepada Pejabat yang berwenang memberi
tugas pérjalanan dinas kepada‘ Pengguna Anggaran
(PA/KPA) melalui PPK paling lambat 3 -(tiga) hari kerja
setclah kembali ' melaksanakan perjalanan dinas ‘dengan
meclampirkan dokumen antara lam
1. Surat Perintah Tugas;
2. Surat Perintah.Perjalanan Dinas (SPPD),
3. Surat . undangar/panggilan/ pemberitahuan/ apabila
‘nenglku*l suatu Wegiatan | kecuali ' rapat
koordinasi/konsultasi, rapat tekma, membawa data dan
- kegiatan Monitoring Evaluas1 serta Pengawasan
. Telaahan Stalf;
Laporan Kegiatan /Pexjalanan Dinas;
Billyet hotel/ penginapan dan sejenisnya;
Tiket Pesawat (boardlng paso)/ tiket kapal laut/ASDP dan
- jenisnya; '
. _Tra,asport darat (yang tzdak menggunakan‘ kendaraan
dinas);

9. Bukti transport lokal dan moda transportam ‘lamnya

_serta ‘bukti ‘setoran - pe'lgembahan sisa uang tunai
. perjalanan dinas; :
10! Asli print out, kwitansi pembehan BBM; dan
11. Dokumen lain yang dlanggap perlu:,

0



J- Pembelian Bahan Bakar Mmyak (BBM) untuk Kendaraan
dinas jabatan dan kendaraan dinas. operasional Pemerintah
Daerah / Instansi Vertikal / BUMD / BUMN' maupun
Pemerintah Pusat menggunakan harga yang berlaku pada
SPRU dan atau di tempat-témpat penjualan Bahan Bakar
Minyak (BBM) berupa : Prémium/Bensin (Gasoline), Minyak
Solar {Gas Oil), dan Pertamax, 1nelamp1rkan bukti print out
pompa SPBU/Kwitansi/nota SFBU dan atau kwitansi/nota
bermaterai pada tempat—temoat penJuala.n /pembelian Bahan
Bakar Minyak; ‘ .

k. Kendaraan dinas Jabatan dani- kendaraan dmas Operasional
yang 'telah dianggarkan dalain .APBD/APBN, WAJIB
menggzun~kan Bahan Bakar Minyak Pertamax-dan apabila
ketersediaan stok pertama:’ habis pada SPBU dapat
men guuakan BBM bensin/ premium, minyak solar termasuk
kendaraan dinas kepentmgan dan pelayanan masyarakat
sepert1 kendaraan dinas -.ambulance, mobil jenazah,
kendaraan pemadam kebakamn pengangkut sampah/mobil
kebersihan dapat mengusakan - BBM bensin/ premium,
minyak -solar pada SPBU' dan atau pada témpat-tempat
penualan/pembelian Bahan Bakar vaak kecuali; dalam
keadaan emergensi/darurat, - dan. khusus * kendaraan

pcrasmnal speedboat menggunakan bensm/ premium/solar
oil,” dengan melampxrl_can bukti print out  pompa
SPRU/Kwitansi/nota SPBU, dan atau kwitansi/nota
.bernaterai pada temDat-tcmpa'r penjua]an / pembelian Bahan
Bakar Mmyd.k

+ . BABV .. '

KETENTU AN PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN TEKNIS/DIKLAT FUNGSIONAL DAN DIKLAT
STRUTURAL SERTA KEGIATAN BIMTEK/

' WORKSHOP /SOSIALISASI '

Pasal 7

Per_lalanan dinas untuk meng-kuu Pendldlkan dan Pelatihan
Teknis / Fungs;onal -diklat ' Struktural / kepemlinpman,
Penjenjangan, Bimtek workshop dan ‘sosialisasi ke luar daerah -
Kabupaten Tojo Una-Una dapat. dibebankan pada DPA-SKPD
_ dengan komponen sebagai berikut :

a. biaya  hotel/penginapan d1ber1kan 1 (satu) hari pada
saat « kedatangan dan 1 (satw) hari kepulangan

b. b1aya perjalanan dinas diklat antara lain :

* 1. Biaya transport dan- transport lokal
2. Biaya uang harian;" . :
3. Blaya hotel/ pengmapan (apablld tidak ditanggung
pelaksana kegiatan);

4. Bla\ a tiket pesawat/ kapal laut/ AS DP

o,



—

. BABWVI'
KETENTUAN PENUTUP
\ ! - % :Pasal8 .
Dengan. berlakunya" Peratufaiu Bupati ini, maka Pei‘aturan
Bupati Tojo Una-Una Nomor 36, Tahun 2014. ‘tentang Standar
Biaya Anggaran Pendapatan. dan Belanja ‘Daerah i(APBD)

Kabupaten Tojo Una-Una Tahun- Anggaran 2015, dicabut dan
dmyatakan tidak berlaku :

Pa{sai 9

Peraturar Bupat1 ' ini K mulai berlaku .pada !tanggal
d1undangkan : :

Agar - setiap  orang - 'menaetahumya " memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupafi ini, dengan penempatannya
dalatf Benta Daerah Kabupaten TOJO Una-Una.

[
B

‘; D1tetapkan di Ampana
-pada tanggal 6 Januarii2015 .

BUPATI TOJO UNA-UNA,
' ’I‘TD + CAP
' DAMQIL{ LADJALANI

D1undé1hgkan di Ampana .- -
- pada tanggal o Januari 2015 .

/ ‘“‘/"SEKRET[ RIS DAERAH |
_KA&UPATEN TOJO UNA-UNA

BERIT A DAERAH KABUPATEN TOJ O UNA—UNA TAHUN QO 15

NOMOR 7



